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Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 7 TAHUN 20OT 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN 
PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

batrwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan 
Pererinta No/or 7 1hun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Daerh Kabupaten Jepara tentang Kedudukan Kuangan 
Petinggi dan Perangkat Desa 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentuan Daerah­ 
daerah Kabupaten Dalam Lingiungan Propinsi Jawa Tengah; 

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang emerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagairana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menijadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norar 4548) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 200 Tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Normor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4587) 

Denga Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAK"LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

Menimbang 

Mengingal 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 7 TAHUN 20OT 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN 
PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pas.al 28 Peraturan 
Pererintah No/nor 7 shun 2005 tentang Desa, pert menetapka 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Keduduka Keuagan 
Petinggi dan Perangk.gt Desa 

f Udang-Undang Norr 13 Tahu 195 Tertang Pembentukan Daerate 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nornor 53, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nanor 4437) 
sebagairana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoe 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 200 tentang Perubahan Atas Undang-Uhndang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nmor 108 
Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4548 

4. Peraturan Pererintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (lerbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nmnor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4587) 

Denga Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKTUAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

l 
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Menetapkan 

, 

MEMUTU'SKAN 

ERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PE TINGGI 
DAN PERANGKAT DESA 

KETENTUAN UJMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebag.ai unur pen1ye/en9gar8 

permerintaha daetah 
3. Bupati adalah Bupati Jepara 

4.Camat adalah Carat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang 
bersangkutan 

5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten Jepara; 
• Desa adalah esatuan masyarakat huum yang mhemilki batas-batars wilaryah yang 

Derwenang untuk men1gatur dan mengururs kepentingan mnasyarakat setempat 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihorrati dalam sister 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

7 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pererintah Deg.a 
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-sul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sister Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

8. Pererintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelengara 
pemerintahan des.a; 

9. Badan Perrusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang 
merupa.an perwujudan domokrasi dalam penyelenggar aan pemerita/han des.a sebagal 
unur peyelenggaran1 pemeitahan des.a 

10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-urdangan yang dibuat oleh 8PD bersama 
Petinggi 

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
emerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Des 

12Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pererintah Desa yang digunakan untuk 
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan 

13.Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasitan tetap Petinggi, 
Perangkat Desa dan pemberian penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang 
diberhentikan dengan hormat 

14.Penghasitan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Petinggi dan Perangkat 
Des 

15.Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diperoleh Petinggi atau Perangkat Dess 
secara sah diluar penghasilan tetap 

Menetapkan 

' 
MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PE TINGGl 
DAN PERANGKAT DESA 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2 Pererintah Daerah adalah Bupat an perangk.at daerah sebag.ai unsur penyeenggata 

pemerintahan dgerah 
3. Bupati adalah Bupati Jepara 

4.Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Dess yang 
bersangkutan 

5. Petinggiadalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten Jepara 
• Desa adalah esatuan masyarak.at huur yang femilki bat.as­bat.ars wilaryah yang 

bewenang unto mengatur dan mengurus epeningan masyar"""oat 
berdasark.an asal usul dan ad.at istiadat seterpat yang diakui dan di horrnati dala sister 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

7 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uru8an pe0en intaha0 0leh Pererintah Des.a 
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengator dan mengurus kepentingan 
mas yara.k.at setemp.at berdasakan asa-url dan a1at istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

8. Pererintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Dess sebagai unsur peryelengara 
pemerintahan des.a 

9. Badan Perrusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lerbaga yang 
merupaka.n perwuijudan domokrasi dalamn penyelenggaraan pe0einaan des.a sea9al 
unur peyelenggaran1 pemeitaha des.a, 

10.eraturan Desa adalah peraturan perundang­urtangan yang dibust olie PD brsan 
Petinggi 

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutrya disingkat APB Desa adalah rencana 
euangan ta hunan perefintahan es.a yang ibahas dan setuiju berg.aa oleh 
emerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa 

12Tanah Kas Des adalah tanah milik Pererintah Desa yang digun.akan untuk 
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan 

13.Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Petinggi, 
Perangkat Desa dan pemberian penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang 
diberhentikan dengan horat 

14Penghasitan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterirna Petinggi dan Perangiat Des 
15.Penghasilan lainnya adalah penghastan yang diperoleh Petinggi atau Perangkat Des 

secara sah diluar penghasilan tetap 
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BAB II 

JENIS PENGHASILAN 

Pasal 2 

(1)Petinggi dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau 
tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa 

2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan 
etentuan perundang-undangan yang berlaku 

(3) Penghasitan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Petinggi dan Perangkat 
Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam AP8Deg.A 

BAB Ill 

SUMBER PENGHASILAN 

Pasal 3 

(1)Sumber penghasilan tetap dan / atau tunijangan lainnya bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
berasal dari 
a. Pendapatan Asli Desa 
b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
c. Alokasi Dana De6a (AD0), 
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; 
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

(2)Bagi desa-desa yang memiliki Tanah Kas Desa yang cukup luas, maka tanah kas des.a 
atau disebut Bengkok akan dinilai untuk menentukan besarannya sebagai bagian dart 
Penghasilan tetap Petinggi an Perangkat Desa 

(3)Bagi desa-desa yang tidak mempunyai Tanah Kas Desa, Penghasilan tetap Petinggi dan 
Perangkat Desa dapat diambilkan dari sumber penghasilan selain Tanah Kas Desa 

(4) Ketentuar Lebih lanjut mengenai besaran tanah kas desa akan diatur dengan Peratutan 
Bupati 

BAB IV 
BESARNYA PENGHASILAN 

asal 4 

(1)Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah 
Minium Regional Kabupaten atau sesuai dengan kerarpuan keuangan des.a 

()Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah 
Desa dengan persetujuan BPD gesuai dengan situasi dan kondisii Desa yang 
bersangkutan dengan berpedoran pada Peraturan Bupati 

8AB II 

JENIS PENGHASILAN 

Pasal 2 

(1)Petinggi dan Perangkat Des.a diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan + atau 
tunjangan lainn ya esuai en1gan kemampuan euangan des.a 

2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sersuai dengad 
etentuan perundang-undangan yang berlaku 

(3)Penghasitan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Petinggi da Perangkat 
Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat () ditetapkan setiap tahunnya dalawn AP8De&A 

BAB II 

SUMBER PENGHASILAN 

Pasal 3 

(1)Sumber penghasilan tetap dan/ atau tunijangan lainnya bagi Petiggi dan Perangkat Des.a 
beras.al afl 
a. Pendapatan Asl Desa 
b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah; 
c. Alokasi Dana De6a (AD0), 
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pererintah Kabupaten; 
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

(2)Bagi desa-desa yang memilikd Tanah Kas Desa yang cukup luas, maka tanah kas des 
atau isebut Bengkok akan dinilai untuk menentukan besaranrya sebagai bagia dari 
Penghasilan tetap Petinggi dan Perangat Desa. 

(3)Bagi desadesa yang tidak merpunyai Tanah Kas Desa, Penghasilan tetap Petinggi da 
Perangkat Desa dapat diambilkan dart sumber penghasilan selain Tanah Kas Des 

(4)Ketentuar Lebih lanjut mengenai besaran taah kas desa akan diatur dengan Peraturan 
Bupati 

BAB IN 
BESARNYA PENGHASILAN 

asal 4 

()Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Ulpah 
Minimum Regional Kabupaten atau sesuai den1gan kernarpuan keuangan deg.¢ 

()Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah 
Des dengan persetujuan BPD gesuai dengan situasi dan kondigi Dess yang 
bersangkutan dengan berpedoran pada Peraturan Bupati 
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BA8 V 

PENGHASILAN PE TINGGI DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHEN TIKAN 
SEMENTARA DARI JABA,TANNY A 

Pasal 5 

(1) Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabata00@ 
diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dani penghasitan yang 
gohatusnya diterima, sedangan sisanya dirasukkan ke Ka Desa untuk diguna8an 

kegiatan penyelenggaraan Pererntahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan 

(2 enghasilan sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) diberikan terhitung sejal 

ditetapkanra Surat Keputusan emberhentian Sementara yang bersangkutan sarnpat 
dengan adanya Keputusan lebih lanjut dani pejabat yang berwenan 

BAB VI 

PELAKSANA,AN PEMBER'AN PENGHASIL AN 

Pemberian penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Des.a, pelaksanaanya terhitung se]al 
pelantikan sarnpai dengan jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku 

BAB VII 

PEMBERLAN PENGHARGAAN 

Pasal 7 

(1) Petinggi yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyal masa pengabdian paling 
sedikit 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan 20 % dari penghasilan tetap ya0g 
ditenima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam waktu palling lama 1 (atu) 
tahun 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai rasa pengabdian 
paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dapat diberikan penghargaan sebesar 20% dart 
penghasilan tetap yang diterimanya pada waktu menjabat dengan ketentuan waktu 
a. Masa pengabdian 10 tahun diberikan penghargaan selara 1 tahun 
b. Masa pengabdian sampai dengan 20 tahun diberikan pengbargaan selama 2 tahun 
c. Masa pengabdian 20 tahun keatas diberikan penghargaan selama 3 tahun 

(3) Bagi Petinggi dan / atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat denga0 
mhasa kerja kurang dai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat () 
dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa 

(4) Ketentuan lebih lanjut pernberian penghargaan sebagairana dirnaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dess 

BAB V 

PENGHASILAN PE TINGGI DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN 
SEMEN TARA DARI JABA'TANNY 

(f) etinggi dan Perangkat Desa yang iberhentikan germentara dari jabatan0yd 
diberikan penghasilan gebegg+ 50 % (lira puluh prosen) dani penghasila yang 
geharusnya diterima, sedang.an sisaya dirnasukkan ke las Des.a untuk diguna.a 
kegiatan penyelenggaraan Pereritahan Desa_ Pembangunae dan Kemasyarakatan 

(2 enghasilan sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) diberika terhitung sejail 
ditetapkanrya Surat Keputugan Pemberhentian Serentata yang bersangkutan samnpad 

dengan adana Keputusan lebi lanjut dani pejabat yang berwenag 

BAB VI 

PELAKSANA,AN PEMBER\AN PENGHASIL AN 

Pemberian penghas/lan tetap Petinggi dan Perangkat Des.a, pelaksanaannya terhitung sea 
pelantikan sarnpai dengan jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undaga 
yang berlaku 

BAB VII 

PEMBERLAN PENGHARGAAN 

Pasal T 

(1) Petinggi yang diberhentkan dengan hormat an mempunyai masa pengabdian paling 
sedikit 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan 20 % dari penghasilan tetap ya7 
diterima sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 3 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) 
tahun 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mernpunyai mesa pengaboian 
paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dapat diberikan penghargaan sebesat 20% dart 
penghasilan tetap yang diterimanya pada waktu menjabat dengan ketentuan waktu' 
a Masa pengabdian 10 tahun diberikan pengharg n selgra 1 tabun 
b. Masa pengabdian sampai dengan 2 tahun diberikan penghargaan selama 2 tahun. 
• Masa pengab(dian 20 tahun keatas diberikan penghargaan sgelama 3 tahun 

(3) Bagi Petinggi dan / atau Perangkat Desa yang diberthentikan dengan hereat dengan 
mhasa kerja kurang dai ketentuan sebagaimane dimaksud pada ayat (1) dan ayat G) 
dapat diberikan penghargaan1 seguai den1gan kemampuan keuanga es.a, 

(4) Ketentuan lebih lanjut perrberian penghargaan sebagairana dirnaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa 
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Pa#al 8 

(1) Bagi Petinggi atau Perangkat yang meninggal dunia, terhadap istri atau suaminya yang 
sah, dapat diberikan penghargaan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan 
tetap yang diterira 

(2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana diraksud pada ayat () paling 
lama 1 (satu) tahun bagi janda/duda Petinggi dan paling larna 3 (iga) tahun bagi 
jandaduda Perangkat Desa, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang 
erberhentian Petinggi dan Perangkat Des.a yang bersangkuta 

asal 9 

(1) Bagi Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagairmana 
dimaksud dalam Pasal 7 yang meninggal dunia sebelurm masa perberian penghargaan 
sebagaimana dimaksud dalam Asal 7 h%bis, maka penghargaan diberikan kepadd ahl 
wans.nya 

(2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana diraksud dalam ayat (1) adalah 
sisa waktu perberian pengtargaan yang belum dijalani Petinggi atau Perangkat Des.a 

BAB VIII 

KETENTUAN PERAL\AN 

Pasal 10 

() Penghasilan yang telah diterima oleh Petinggi dan Perangkat Desa berupa Bengkok 
sebelurm berlakunya eraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai 
ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Kedudukan 
Keuangn Petiggi dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah [¥ 

(2) Penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang 
telat diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai 
dengan berakhirnya batas waktu pemberian enghargaan yang telah ditentukan 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

ada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakg, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 2O Tahon 2000 ( Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 200D Nomor 25 ) 
tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku 

r 

Pasal 8 

(1) Bagi Petinggi atau Perangkat yang meninggal dunia, terhadap istri ata suarinya yang 
sah, dapat diberikan penghargaan dengan jangka waktu sebagairana diaksud dal m 
Pasal 7 ayat (1) dan ayat () paling tinggi 20% (dua puluh per eratus) dai penghasian 
tetap yang diterira 

(2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling 
lama 1 (satu) tahun bagi janda/duda Petinggi dan paling larna 3 (tiga) tatun bag 
jandaduda Perangkat Desa, terhitung sejgk ditetapkannya Keputusan tentang 
erberhentian Petinggi dan Perangkat Desa yang bersangkutan 

(1) Bagi Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan horrat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 yang meninggal dunia sebelumn masa perberian penghargaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pa8al 7 h%bis, maka penghargaan diberikan kepada ahl 
wans.nya 

(2) Jangka waktu pernberian penghargaan sebagairana dirnaksud dalam ayat (1) adelah 
sisa waktu perberian pengargaan yang belum dijalani Petinggi atau eangkat Des.a 

BAB VIII 

KETENTUAN PERAL\AN 

Pasal 10 

(1) Penghasilan yang telah diterimna oleh Petinggi dan Perangkat Desa berupa engiok 
sebelurm berlakunya Peraturan Daerah ini, diyatakan teta berlak saroai 
ditetapkannrya Peraturan Desa masing­masing yang mengatur tentang #Kedudukan 
Keuangn Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Penghargaan kepada Petinggi dan Peranglat Desa atau terhadap janda/dudaya yang 
telat diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih teta berlaku sampai 
dengan berakhirnya batas waktu permberian Penghargaan yang telah ditentukan 

BAB DX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

ada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakg, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 2O Tahan 2000 ( Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 200 Nornor 25 ) 
tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa dicabut dan diyatakan take 
berlaku 
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Pasal 12 

Hal-hal yang belum digtur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelakganaannya 
akan diatur lebih laniut oleh Bupat 

asat 13 

Peeaturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetauinya, memerintahkan pengundangan Perturan Dgerah 
ni dengan penempatannya dalarn Lembaran Derah Kabupdten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tangget a _Jui +007 

Oiundangkan di Jepara 
pada tanggal b Juni 007 

SEKRETARIS DAERAH , 
o, 

�r17/' FENCi 

;-LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR.7 

d 

PAsal 12 

Hal­hal yang belum digtur dalamn Peraturan Daer8ah ini sepanjang mengenail pelalsanaana 
akan diatur lebih laniut oleh Bupat 

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka pengundage Persturan Dergh 
ni dengan penerpatanrya dalarr Lembaran Derah Kabup~ten Jepaa 

Oiundangkan di Jepara 
pada tanggal b Jui a007 

SEKRETARIS DAERAH ,s , 
±was 
;_-LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR.7 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR TAHUN 2007 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PE TINGGI DAN PERANGKAT DESA 

PENJELASAN UMUM 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang rmemilk batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus epeningan mars yarak.at setenpat, 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalamn 
sister Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pererintah Des.a terdiri atas Petinggi dan Perangkat Desa yang terdiri dari Cari 
Kebayan, Ladu, Modin, Petengan, Kamituwo dan Perangkat Des.a lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Agar tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat dapat berjalan sebaik haiknya, aka bagi 
Petinggi dan Perangkat Desa sebagai penanggungjawab dan pelaksana pemerintah 
desa, perlu adanya pengaturan mengenai kedudukan keuangan Petinggi dan Perangkat 
Des 

Pengaturan lebih larjut mengenai ketentuan angka nominal besarmnya 
penghasitan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hal ini 
dimaksudan agar Pererintah Desa dapat secara leluasa menentuanya sesual 
dengan kondisi kemampuan keuangan Des.a. Dan untuk mendorong serangat dan 
prestasi kerja maka diupayakan kenaikan penghas/lan dan pemberian tunjangan yang 
pelaksa1aa1.010ya disesuaii an 0en1ga1 kondisi kemampuan euangan Lesa 

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

asal 2 
Ayat(1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan tunjangan lainrrya adalah term@sak Asuransi Kesehatan 
bagi Petinggi dan Perangkat Des@ 

Ayat 43) 
Cukup jelas 

Pasal 3 
ayat (1) 

Yang diraksud dengan perangkat desa yang menerira penghasilan tetap 
dalam etentuan ini tidak termasuk Garik 

ayat (2) 
Cukup jelas 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 7 TAHUN 20OT 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PE TINGGI DAN PERANGKAT DESA 

PENJELASAN UMUM 

Desaadalah kesatuan masyaraat ukum yang fernili batas­bat.as wiayah ya8.0.g 
berwenang untuk mengartur dan mengurus kepentingan mnars ya0al.at see0par, 
berdasarkan asal tsul dan adat istiadat setemoat yang diakui dan dihormati datarn 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan PRepublik Indonesia 

Pererintah Desa terdiri atas Petinggi dan Perangkat Desa yang terdii dani Carik, 
Kebayan, Ladu, Modin, Petengan, Kamituwo dan Perangkat Des.a lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Agar tug.as dan kewajj ban dalam penyelenggaraan ewenang.an untuk mengau 
dan mengurus kepentingan masyarakat dapat berjalan sebaikhaikwa, mnaka bagi 
Petinggi dan Perangkat Dess sebagai penanggungiawab dan polaksana pererintah 
desa, perlu adanya pengaturan mengenai kedudukan keuangan Petiggi dan Perangkat 
Des 

Penigaturan lebih lajut Ieng@nai ketentuan a019.a nominal bes.any.a 
penghasilan etinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Hal ini 
dimaksud.an agar Pererintah Desa dapat secara leluasa meeuan0ya s.es.al 
dengan kondisi kerarpuan euangan Des.a Dan untuk mendorong 8e0a0gt dan 
prestasi kerja maka diupayakan kenaikan penghasilan dan pemberian tunijangan yang 
pelaksa1aa.010ya 0disesuai an 0eng81 kondisikemanpuan keuangan Des.a 

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

asal 1 
Cukup jelas 

asal 2 
Ayat(1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan unjangan lainnya adala.h terrasak Asuransi Kesehatan 
bagi Petinggi dan erangkat Desa 

Ayat 43) 
Cukup jelas 

Pasal 3 
ayat (1) 

Yang diraksud dengan perangkat desa yang menerira penghasilan tetap 
dala etentuan ini tidak termasuk Garik 

ayat (2) 
Cukup jelas 
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BUPATEN JEPB NOMOR A

• 

ayat (3 
Yang dimaksud dengain diarrbilk.an dari Surber Penghas.lan selain Tanah 
Kas Dea adalah sumber penghasilan yang berasal dari swadaya masyarakat, 
gotong royong, pungutan Desa, pemberian bantuan dari Pemerintah, 
Pererintah ropinsi dan Pererintah Daerah dan Usaha Desa lainnya 

ayat (4) 
Cu#up jelas 

Pasal 4 
ayat (1) 

Cukup jelas 
ayat (2) 

Peraturan Dea yang mengatur tentang penghasilan tetap Petinggi dan 
Perangkat Desa dapat menentukan batas paling sedikit dan paling banyak 
penghasilan tetap yang iperoleh Petinggi dan Perangkat Desa sesuai 
dengan situasi dan kondisi Des.a setempat 

Pasal S 
ayat (1) 

Cukup jelas 
ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah 
- Bupati untuk pemberhentian Petinggi 

Petinggl untuk pernberhentian Perangkat Desa 
asa 6 

Culp jelas 
Pasal 7 

Cu#up jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas 
asa S 

ayat (1) 
yang dimaksud dengan ahli waris yang sah adalah janda atau duda atau 
an1a. 

ayat 2 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Psal ff 
Cu#up jelas 

Pasal 12 
Cu#up jelas 

asal 13 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMO 4 

• 

ayat (3) 
Yang dimaksud dengan diarrbilk.an dari Surber Penghas.lan selain Tanah 
Kas Desa adalah umber penghasian yang berasal dani swaa1ya 00a9ya.0a.at, 
gotong royong, pungutan Desa, pemberian bantuan dati Peerintah, 
Pererintah Propinsi dan Permerintah Daerah dan Usaha Desa lainnya 

ayat (4) 
Cu#up jelas 

Pasal 4 
ayat (1) 

Cukup jelas 
ayat (2) 

Peraturan Desa yang mengatur tentang penghagilan teta Petinggi dan 
Perangkat Desa dapat menentukan batas paling sedikit dan paling banyak 
penghasilan tetap yang diperoleh Petinggi dan Peragkat Dea sesuai 
dengan situasi dan kondisi Des.a setempat 

Pasal S 
ayat (1) 

Cukup jelas 
ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalal 
• Bupat untuk pemberhentian Petinggi. 
• Petinggl untuk pernberhentian Peragkat Desa 

asa 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cu#up jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

asa S 
ayat (1) 

yang dimaksud dengan ahli waris yang sah adalah janda atau duda atau 
an1a. 

ayat 2 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Psal ff 
Cu#up jelas 

Pasal 12 
Cu#up jelas 

asal 13 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAER AH KABUPATEN JEPARA NOAMOe le 


